
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1213, 2017 KEMENHUB. Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan 

Subsidi Angkutan Udara Kargo. Kriteria.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 79 TAHUN 2017 

TENTANG 

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS  

DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk menghubungkan daerah terpencil, daerah 

tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda 

transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan 

pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, 

pertahanan dan keamanan negara maka perlu 

diselenggarakan angkutan udara perintis penumpang;  

  b. bahwa untuk mendukung penurunan disparitas harga 

barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan 

perbatasan, perlu diselenggarakan program jembatan 

udara yang terdiri dari angkutan udara perintis kargo 

dan subsidi angkutan udara kargo; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Kriteria dan Penyelenggaraan 

Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan 

Udara Kargo;  
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Mengingat    :  1.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 

2.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 138); 

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 259);  

6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk 

Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, 

Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25                   

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45                  

Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25                    

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017                  

Nomor 817); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41                

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Otoritas Bandar Udara; 
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69                 

Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013                  

Nomor 1046); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189                 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian  Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 816). 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA 

DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA 

PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara 

niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute 

penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan 

tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda 

transportasi lain dan secara komersial belum 

menguntungkan.  

2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah 

terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum 

terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial 

belum menguntungkan. 
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3. Tiket Angkutan Udara Perintis adalah dokumen berbentuk 

cetak yang merupakan salah satu alat bukti adanya 

perjanjian antara penumpang dan pelaksana angkutan 

udara perintis untuk menggunakan pesawat udara atau 

diangkut dengan pesawat udara. 

4. Angkutan Udara Perintis Kargo adalah kegiatan angkutan 

udara kargo dalam negeri yang melayani jaringan dan rute 

penerbangan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, 

terluar dan perbatasan dengan diberikan subsidi operasi 

angkutan udara. 

5. Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah kegiatan angkutan 

udara kargo dalam negeri yang melayani rute 

penerbangan dari dan ke bandar udara yang ditetapkan 

dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara. 

6. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat 

udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang 

kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan 

atau barang yang tidak bertuan. 

7. Koordinator Wilayah adalah Kepala Unit Penyelenggara 

Bandar Udara yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan 

penyelenggaraan angkutan udara perintis dan/atau 

subsidi angkutan udara kargo pada wilayah yang 

ditentukan. 

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga 

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan 

usaha di bidang Perdagangan. 

9. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha 

Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan 

udara yang melayani angkutan udara perintis. 

10. Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah Badan 

Usaha Angkutan Udara yang melayani Subsidi Angkutan 

Udara Kargo. 
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11. Log Book adalah pencatatan dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan 

udara kargo. 

12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.  

13. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan 

Penerbangan. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara.  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang: 

1.   Angkutan Udara Perintis, yang terdiri atas: 

  a.  angkutan udara perintis penumpang; dan   

  b.  angkutan udara perintis kargo. 

2.   Subsidi Angkutan Udara Kargo. 

 

BAB II 

ANGKUTAN UDARA PERINTIS 

 

Bagian Kesatu 

Angkutan Udara Perintis Penumpang 

 

Pasal 3 

(1) Angkutan udara perintis penumpang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dilaksanakan 

berdasarkan Rute Perintis yang  ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

(2) Rute Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan kriteria untuk:  

a. menghubungkan daerah terpencil dan daerah 

tertinggal; atau 

b. menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh 

moda transportasi lain dan apabila dilayani oleh 

angkutan udara niaga berjadwal belum 

menguntungkan. 
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